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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
permasalahan tentang akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia, selain itu juga menganalisis tentang solusi
terhadap akta Notaris yang tidak dapat diterima terkait dengan klausula
arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sumber
datanya sekunder. Pendeketan yang digunakan pendekatan undang-
undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan
kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta Notaris yang tidak
dapat diterima oleh Badan Arbitase Nasional Indonesia yang disebabkan
oleh pilihan ganda klausula penyelesaian sengketa maupun
pencantuman klausula arbitrase secara tidak sempurna. Mengenai cara
agar dapat diterima dilakukan 2 (dua) cara, yaitu membuat addendum
pada akta dimana akta para pihak mengalami perubahan dalam klausula
arbitrasenya atau dengan membuat perjanjian arbitrase yang berbentuk
akta Notaris.

Kata Kunci: Akta Notaris; Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Klausula

Arbitrase; Penyelesaian Sengketa.
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ABSTRACT

This study aims to find out and analyze issues regarding notarial deeds
that cannot be accepted by the Indonesian National Arbitration Board,
but also analyze solutions to notarial deeds that are unacceptable related
to arbitration clauses. This research is a normative study using
secondary data sources. The approach that are used in this study is the
constitution approach, conceptual approach, historical approach, and
case approach. The results of this study indicate that the notarial deed
that is not acceptable to the Indonesian National Arbitration Board is
caused by multiple choice dispute resolution clauses or the inclusion of
imperfect arbitration clauses. Regarding ways to be accepted, there are
2 (two) ways, namely to make an addendum on the deed where the
parties' deed has experienced changes in the arbitration clause or by

making an arbitration agreement in the form of a notarial deed.

Keywords: Arbitration Clause; BANI Arbitration Center; Dispute resolution;
Notarial Deed.
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada Pasal 15 UUJN mengatur
kewenangan dari Notaris adalah membuat Akta autentik,
kewenangan lain Notaris lebih lanjut diatur dalam ayat 2, yaitu;
“mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat dibawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus,
membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus, membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan
fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan
dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang”.! Selanjutnya,

Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta harus

1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” Pub. L. No.
Nomor 2, 2 Lembaran Negara 1 (2014), https://doi.org/10.4324/9781315853178.



terdiri dari: awal kata atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau
penutup akta.

Pada umumnya sengketa para pihak sering terjadi dalam suatu
akta yang terletak pada isi akta pada dibagian badan akta. Isi akta
berisi kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan.
Dalam penulisan isi akta biasanya dituliskan klausula tentang
pemilihan penyelesaian sengketa. Klausula penyelesaian sengketa
merupakan aturan atau ketentuan serta syarat yang telah ditetapkan
dan dipersiapkan terlebih dahulu apabila terjadi sengketa diantara
para pihak sehubungan dengan perjanjian.’

Penyelesaian sengketa dalam bisnis dapat memilih lembaga
pengadilan atau lembaga non-peradilan. Proses penyelesaian
sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang
bersifat perlawanan yang belum mampu merangkul kepentingan
bersama, karena keputusan itu merupakan “win lose solution”, yang
artinya ada pihak yang menang serta merasa puas dan ada pihak
yang kalah serta merasa tidak puas. Hal ini juga dapat memicu
persoalan baru diantara mereka. Sebaliknya, proses penyelesaian
sengketa diluar pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang
“win-win solution”, para pihak dapat menghasilkan suatu keputusan

bersama yang diterima mereka.

2 Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum
Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak,” Law Reform 11, no. 1 (2015): 74,
https://doi.org/10.14710/Ir.v11i1.15757.



Prosedur yang berbelit-belit hingga memakan waktu dan biaya
yang mahal dalam penyelesaian pengadilan, membuat para pelaku
bisnis mulai beralih ke pilihan penyelesaian sengketa dengan
arbitrase (non litigasi). Arbitrase dianggap penyelesaian yang cepat,
efisian, dan menjamin kerahasiaan dari para pihak. Menjamin
kerahasiaan dari para pihak merupakan salah satu alasan di pilih para
pelaku bisnis untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Kerahasiaan ini memang berhubungan dengan citra dalam dunia
bisnis. Citra yang baik diperlukan untuk memperoleh kepercayaan
dari rekan bisnis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
memberikan pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.® Dalam pengertian arbitrase ini jelas menegaskan
bahwa arbitrase dapat dilaksanakan apabila perjanjian yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak memuat klausula arbitrase.

Di Indonesia, lembaga penyelesaian sengketa arbitrase adalah
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) yang telah memprakarsai Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.*

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa” (1999).

4 Luh Putu Sudini and Desak Gde Dwi Arini, “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani)
Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan,” Jurnal Notariil 2, no. 2 (2017): 141-48,
https://doi.org/10.22225/jn.2.2.402.141.



Jika sebelumnya arbitrase di Indonesia dilaksanakan secara tidak
terkoordinasi, maka adanya arbitrase yang diadakan lewat Bani
dinamakan arbitrase yang melembaga, artinya suatu arbitrase yang
terkoordinasikan oleh suatu lembaga.

Menurut anggaran dasarnya (statute), BANI adalah suatu badan
yang dididirikan atas prakarsa KADIN yang memiliki tujuan untuk
memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa
perdata mengenai soal perdagangan, industry dan keuangan, baik
yag bersifat nasional maupun internasional.”

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui BANI adalah sengketa
dibidang perdagangan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS ) bahwa
“sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa
dibidang perdagngan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa”. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999
mengatur bahwa persetujuan para pihak memilih penyelesaian
sengketa melalui arbitrase harus dibuatkan dalam akta autentik, yang
mana dalam hal ini peran Notaris sangatlah penting. Dalam membuat

akta auntetik, Notaris berperan sebagai penyuluh hukum yang

> KADIN, “Surat Keputusan KADIN No. SKEP-152-DPH-1977.Pdf” SKEP/152/D (1977).



memberikan informasi kepada para pihak. Sesuai dengan Pasal 15
ayat (2) huruf f UUJN dimana kewenangan Notaris untuk memberikan
penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Notaris
harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya beserta konsekuensi dari perbuatan-
perbuatan para pihak.

Dalam peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa dalam
BANI, prosedur arbitrase dimulai dari;®

1. Pendaftaran

2. Permohonan mengadakan Arbitrase

3. Dokumen

4. Penunjukan Arbiter

5. Biaya Arbitrase

6. Tindak Lanjut Pendaftaran Perkara

7. Tanggapan Termohon

8. Tuntutan Balik

9. Sidang Pemeriksaan.

Pada tahap Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase, berkas
diperiksa oleh Dewan Pengurus BANI untuk menentukan apakah
perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase dalam isi akta Notaris

telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk

6 BANIArbitration, “Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center),” 2012,
www.baniarbitration.com.



memeriksa sengketa tersebut serta apakah isi akta Notaris para pihak
yang bersengketa telah memenuhi syarat Undang-undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Namun dalam praktiknya klausula arbitrase dalam akta perjanjian
para pihak beberapa kali bermasalah berakibat tidak dapat diterima
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, biasanya disebabkan
pencantuman klausula arbitrase vyang tidak memberikan
kewenangan yang kuat bagi BANI. Seperti salah satu kasus yang
terjadi di BANI Jakarta, dimana BANI Jakarta tidak menerima
menyelesaikan sengketa para pihak karena adanya permasalahan
dalam hal penulisan “klausula arbitrase”. Dalam perjanjian pokok
para pihak yang berbentuk akta Notaris, ditemukan penulisan pilihan
ganda forum penyelesaian sengketa. Isi dalam akta Notaris itu
menuliskan arbitrase dan pengadilan dimana merupakan dua
lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Lembaga Arbitrase
merupakan cara penyelesaian sengketa dibidang perdata diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara

tertulis oleh para pihak bersengketa.’ Peradilan adalah lingkungan

7 Kikin Nopiandri, “The Role of Arbitration in International Business,” Jurnal Legal Reasoning 1,
no. Desember (2018): 9, file:///C:/Users/HP/Documents/Semester 6/Arbitrase/jkkkk.pdf.



peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kegiatan

kehakiman bagi rakyat.®

Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan
bahwa ‘“Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili
sengketa para pihak yang telah terikat di dalam perjanjian
arbitrase”.’ Akibat dari pencantuman 2 (dua) lembaga penyelesaian
sengketa (Arbitrase dan Pengadilan) dalam isi akta Notaris tersebut
membuat sengketa tidak dapat diselesaikan dan para pihak yang

dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis membahas permasalahan
tersebut dengan judul: “Akta Notaris Yang Tidak Dapat Diterima Oleh
Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terkait Dengan Pencantuman

Klausula Arbitrase”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

8 Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di
Luar Pengadilan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Riau 3, no. 2 (2013): 217-37.

9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.



1. Apakah alasan tidak dapat diterimanya akta Notaris oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan pencantuman
klausula arbitrase?

2. Bagaimana solusi penyelesaian terhadap akta Notaris yang tidak
dapat diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait
dengan pencantuman klausula arbitrase?

3. Bagaimana peran Notaris terkait dengan pencantuman klausula
arbitrase dalam pembuatan akta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis alasan tidak dapat diterima akta Notaris
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan
pencantuman klausula arbitrase.

b. Untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap akta Notaris
yang tidak dapat diterima oleh BANI terkait klausula
arbitrase.

c. Untuk menganalisis peran Notaris terkait klausula arbitrase
dalam pembuatan akta Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:



a. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
kepustakaan dan bahan referensi bagi perkembangan ilmu
hukum secara umum dan khususnya untuk mata kuliah
Peraturan Jabatan dan Profesi Notaris dan Hukum Penyelesaian
Sengketa secara Non-Litigasi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
penjelasan kepada instansi-instansi terkait dengan

pencantuman klausula arbitrase dalam akta Notaris, yaitu:

1. Notaris
Bagi Notaris harus lebih bertindak hati-hati, teliti, dan
cermat dalam melaksanakan pekerjaannya dan
melaksanakan kewenangan sebagai penyuluh hukum
dalam akta yang dibuat secara baik.

2. Para Pihak
Bagi para pihak agar dapat memahami isi akta Notaris yang
mereka sepakati dan belajar tentang penulisan klausula
dalam akta.

3. BANI
Bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia agar dapat

mengetahui latar belakang dari permasalahan yang terjadi
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dari para pihak terkait dengan pencantuman klausula

arbitrase dalam akta Notaris.

D. Kerangka Teori

1.

Grand Theory
Teori Keadilan

Menurut John Rawls keadilan adalah kesetaraan dalam
ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan artinya terdapat
kebebasan (liberty) dan hak politik yang tidak dapat dikurangi.”

Dalam konstitusi Indonesia, setelah terjadinya perubahan UUD
1945 yang terjadi dalam empat tahapan dari 1999 sampai dengan
tahun 2002. Kebebasan yang sama tercermin dari adanya
ketetapan mengenai hak dan kebebasan warga Negara yang
terdapat di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia."

Pencantuman klausula arbitrase dalam isi akta Notaris, para
pihak mengharapkan penyelesaian secara adil dan setara bagi
setiap pihak. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase
oleh para pihak agar sengketa mereka dapat terselesaikan
dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap pihak yang

berkepentingan.*’

10 vidya Prahassacitta, “Makna Keadilan Menurut John Rawls,” https://business-law.binus.ac.id/,
2018, https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-

rawls/.

11 pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” SSRN
Electronic Journal, 2017, https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573.

12 Anik Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal An-Nisbah 03, no. 02
(2017): 277-93.
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2. Middle Range Theory
Teori Kepastian Hukum
Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, atau
ketetapan. Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil. Karena
hukum dapat menjalankan fungsinya, apabila dengan bersifat
adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum
merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara

normatif, bukan sosiologi.”

Menurut Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma
merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”
atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan
tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk
dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang berisi
aturan yang bersifat umum sebagai pedoman bagi individu
bertingkah laku maupun dalam hubungannya dengan
masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan

tersebut menimbulkan kepastian hukum.**

Menurut Utrecht, kepastian hukum berisi dua pengertian,
yaitu pertama adanya aturan yang sifatnya umum membuat

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

13 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum (Yogyakarta:
LaksBang Pressindo, 2016).
14 peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).
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boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum untuk
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
memiliki aturan yang sifathya umum, individu dapat
mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara

terhadap individu.®

Jika dihubungkan teori kepastian hukum dalam suatu
perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan
kewajiban, menitikberatkan pada penafsiran dan sanksi yang
jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan
yang sama antarsubjek hukum yang berhubungan. Kepastian
menghasilkan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum
saat dilakukannya suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi
bahkan pada saat perjanjian tersebut wanprestasi, maka
sanksi dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan sesuai

dengan kesepakatan para pihak.

Pencantuman klausula arbitrase dalam akta Notaris oleh
para pihak agar terpenuhinya kepastian hukum bagi setiap
pihak yang berkepentingan. Mengingat bahwa akta Notaris
termasuk dalam akta autentik yang merupakan alat bukti yang

sempurna. * Dengan adanya klausula arbitrase dalam

15 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
16| Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum
Perdata,” Acta Comitas 2 (2016): 18088, https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05.
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perjanjian para pihak membuat adanya kepastian hukum
tentang penyelesaian sengketa apabila terjadinya sengketa

diantara pera pihak.

3. Applied Theory
3.1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada 5 (lima) teori

tentang penyelesaian sengketa, yaitu;
Pertama, contending (bertanding), mencoba menerapkan
suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas
pihak yang lainnya. Kedua, yielding (mengalah) yaitu
menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima
kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga,
problem solving (pemecahan masalah), mencari alternative
yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, with
drawing (menarik diri) yaitu memilih meinggalkan situasi
sengketa, baik secara fisik ataupun psikologis. Kelima in
action (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.*’
Pada umumnya ada beberapa cara yang menjadi pilihan

dalam penyelesaian sengketa, seperti melalui pengadilan atau

diluar pengadilan.

17 Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004).
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Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau
biasa disebut dengan istilah “litigasi” merupakan
penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses
beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk
memutuskan dan mengatur dilaksanakan oleh hakim.

Diluar pengadilan ini biasanya dikenal dengan istilah
Alternative Dispute Resolution (ADR). Secara umum pranata
penyelesaian sengketa alternative dapat dibedakan ke dalam;
1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh mediator.*®

2. Konsiliasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, konsiliasi adalah
sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-
pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna
menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.’

3. Arbitrase
Arbitrase sebagai suatu penyelesaian sengketa bisnis

diantara para pihak diluar pengadilan, dengan cara

18 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,”
Pub. L. No. 01 (2016), https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004.

19 1dris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” Lex et Societatis |,
no. 1 (2013): 39-49.
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menggunakan tenaga pihak ketiga sebagai arbiter ataupun
majelis arbitrase dengan berdasarkan kesepakatan dari
para pihak yang ternyata secara tegas.?® Arbitrase menurut
Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh
seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan
bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati
keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.*!

Landasan filosofis dari terbentuknya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa bahwa lembaga arbitrase
mempunyai kelebihan sebagai lembaga penyelesaian
sengketa apabila dibandingkan dengan peradilan umum,
antara lain: kerahasian sengketa yang terjamin, terhindar
dari keterlambatan dalam hal prosedur, para pihak dapat
memilih sendiri arbiter yang sesuai dengan latar belakang
permasalahan, serta putusan arbitrase yang bersifat final

dan mengikat.?

20 Manuasa Saragi, “Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka
Pengembangan Investasi Di Indonesia,” E-Journal Graduate Unpar 1, no. 2 (2014): 38-44.

2! Entriani, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

22 Sudiyana Sudiyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa
Bisnis Di Indonesia,” PADJADJARAN Jurnal llmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 1 (2017): 122-42,
https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7.
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3.2. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, pengertian perjanjian maupun
persetujuan tidak ada membedanya. Sebab menurut beliau,
perjanjian dan persetujuan mempunyai pengertian bahwa
kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu
yang telah di sepakati bersama, dengan Dbegitu
penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan
perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam
menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak
untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan
perjanjian, persetujuan, atupun kesepakatan pada hubungan
yang tidak mempunyai konsekuensi.”

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan
pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang
memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, kemudian
membuat suatu kesepakatan.?® Kesepakatan dari para pihak
tersebut biasanya berbentuk suatu klausul-klausul. Suatu
klausula arbitrase tidak terlepas dari adanya perjanjian dari

para pihak. Karena pencantuman klausula arbitrase

2 Ricardo Simanjuntak, “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis,” Mingguan Ekonomi Dan Bisnis
KONTAN, 2006.

24 R. M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku,” Jurnal Hukum lus Quia lustum
17, no. 4 (2010): 651-67, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8.
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merupakan kesepakatan bersama dari para pihak yang

membuat perjanjian.”
E. Kerangka Konseptual

1. Akta Notaris

Akta Notaris adalah akta auntentik yang dibuat oleh atau di

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Undang-Undang. ** Menurut Pasal 1868 KUHPerdata
menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh
atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya. ?’ Suatu akta Notaris dapat
menjadi alat bukti yang sempurna, apabila barang siapa yang
menyatakan bahwa suatu akta tersebut itu palsu maka ia
diwajibkan membuktikan tentang kepalsuan akta tersebut®.
. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)
merupakan lembaga independen yang memberikan jasa

beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan

25 Madjedi Hasan, “Membuat Konsep Klausula Arbitrase,” BAN/ Arbitration Center, 20009.

%6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

27 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847).

28 Rif’ah Raihanah, “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan
Pembuktian Yang Sempurna,” Justicia Islamica 9, no. 1 (2016),
https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.336.
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bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.”

BANI berdiri pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DFH/1977 tanggal 30
November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus
dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dmasyarakat
dan sector bisnis.

Badan berpusat di Jakarta dan memiliki badan perwakilan di
beberapa kota besar di Indonesia, yaitu: Surabaya, Bandung,
Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi.

3. Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase adalah suatu kesepakatan dari para pihak
tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui
“Lembaga Arbitrase” yang para pihak inginkan bersama. *
Penulisan klausula arbitrase dalam suatu akta sangat penting
karena dengan adanya klausula ini dapat berakibat sengketa
hanya dapat diselesaikan melalui ketentuan arbitrase dan
menutup peluang upaya hukum melalui badan peradilan lainnya.
Namun keberadaan klausula arbitrase hanya sebagai tambahan
perjanjian pokok dan tidak mempengaruhi pemenuhan pelaksaan

perjanjian.

29 BANIArbitration, “Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center).”
30 Jafar Sidik, Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis (Akta Notaril) (Binara Padaasih, 2016).
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini biasa dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan
(law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang
dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber
datanya hanyalah data sekunder.** Yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.**
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut isi hukum yang sedang ditangani. *
Pendekatan  peraturan perundang-undangan  (Statute
Approach) dalam penulisan ini untuk mendapati pemahaman
mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan

31 Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum (Bandung: PT Sinar Baru, 1984).
32 Soejono Soekanto, Mamuiji, and Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

33 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum.
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Arbitrase Nasional Indonesia terkait pencantuman klausula
arbitrase.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan Lkonseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. ** Pendekatan ini digunakan untuk memahami
konsep-konsep tentang legalitas akta Notaris yang tidak dapat
diterima oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
terkait dengan pencantuman klausula arbitrase.

c. Pendekatan History

Pendekatan history dilakukan dalam rangka pencarian
sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu.* Pendekatan ini
membantu penulisan untuk memahami perubahan dan
perkembangan yang melandasi aturan hukum. Melalui
pendekatan  history ini penulis dapat mengetahui
perkembangan penyelesaian sengketa dari suatu Badan
Arbitrase Nasional Indonesia terkait dengan akta Notaris.

d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan

kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang

dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.3

34 peter Mahmud Marzuki.
35 peter Mahmud Marzuki.
36 peter Mahmud Marzuki.
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Pendekatan kasus ini digunakan untuk mendapatkan

pemahaman, penggalian informasi, dan juga dapat dijadikan

acuan bukti terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan

akta Notaris yang tidak dapat diterima oleh Badan Arbitrase

Nasional Indonesia berkaitan dengan pencantuman klausula

arbitrase.

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam pengumpulan data penelitian Normatif ini bersumber

pada data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, dan sebagainya.*” Yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer adalah bahan atau peraturan yang

mengikat, yang terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris;

37 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2004).
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6) Rules and Procedures BANI 2018.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum atau doktrin
atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, buku-
buku hukum, artikel ilmiah dan website yang terkait
dengan penelitian. ¥ Termasuk juga wawancara yang
dilakukan penulis dengan beberapa arbiter tetap BANI,
yaitu Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb
dan Bapak Bambang Hariyanto, SH, MH, FCBArb.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan memberikan
penjelasan ataupun petunjuk yang dapat membantu
penulis. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan
ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik
pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian
kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi
pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi,

Publikasi dan hasil penelitian.*

%8 Amirudin and Asikin.
39 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).
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Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan

meliputi beberapa tahapan, yaitu :

a. Bahan Pustaka
Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel,
Internet, Kamus Hukum, Tesis, Distertasi dan referensi lainnya,
yang berkaitan dengan akta Notaris yang tidak dapat diterima
oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait dengan
pencantuman klausula arbitrase. Pada dasarnya bentuk bahan

pustaka dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :

b. Wawancara
Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi
dapat dimasukan sebagai bahan non buku dan ada baiknya
kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau
mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang
diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara
tertulis.*
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian
Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum
didasarkan pada asas-asas perundang-undangan dan hirarki

perundang-undangan, dan menyusunnya secara sistematis.

40 peter Mahmud Marzuki, Pengantar limu Hukum.
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Kemudian mengintegrasikannya, agar diperoleh pemahaman

yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi penelitian ini.

. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan
data secara bermutu kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak
tumpang tindih, dan efektif, seshingga memudahkan pemahaman
dan interprestasi data, ** serta data yang digunakan tidak
menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-

gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.*

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan
teknik deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan
yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah
dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukan untuk

sesuatu yang sifatnya khusus.*?

41 prof Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti,

200 4).

42 Muhammad.
43 Sudarmayanti and Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: CV Mandar Maju,

2002).
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